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Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-06-2025),
bertempat di Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, yang bertanda tangan di bawah ini:

L

I1.

Roy CPS Pane sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang
Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 856/18.33/TAHUN
2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal
15 Desember 2021 yang berkedudukan di Jalan Negara KM. 42,6 Pasar Bengkel Kecamatan
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, yang selanjutnya dalam
perjanjian kerjasama ini di sebut PIHAK PERTAMA;

Erwin, selaku perwakilan masyarakat yang menempati tanah Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai di lokasi Jalan Besar Pantai Kelang Sei Buluh Kecamatan Perbaungan yang beralamat
di Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor
Induk Kependudukan; 1218021612620001, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat yang menempati tanah Pemerintah kabupaten
Serdang Bedagai di lokasi Jalan Besar Pantai Kelang Sei Buluh Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK telah sepakat melakukan kerjasama yang dituangkan
dalam Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah pemilik Barang Milik Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal ini sebidang tanah yang akan diperuntukkan sebagai
Pasar seluas 1.439 M? (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan meter persegi) yang terletak
di Jalan Besar Pantai kelang Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 02.04.29.16.4.00005 tanggal 08 Desember 2003



dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai yang dikelola oleh PIHAK
PERTAMA,;

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perwakilan dari masyarakat yang berniat untuk menyewa
sebagian dari lahan atau tanah yang berada di Jalan Besar Pantai Kelang Sei Buluh Kecamatan
Perbaungan yang beralamat di Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten
Serdang Bedagai untuk dijadikan Tempat Usaha Masyarakat;

¢. Bahwa Pemanfaatan Barang Milik Daerah ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2024
tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah; oleh karena itu PIHAK PERTAMA berhak untuk
mendapatkan kontribusi atas pemanfaatan lahan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut PARA PIHAK dalam kedudukan masing-masing tersebut di
atas telah saling setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Pemanfaatan
Barang Milik Daerah ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Maksud dari perjanjian ini adalah PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah pula sepakat untuk menyewa dari PIHAK
PERTAMA sebidang tanah di Lingkungan PIHAK PERTAMA.

2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah :

a. Optimalisasi pengelolaan asset (tanah/bangunan/prasarana bangunan gedung) milik
pemerintah daerah untuk pelayanan dan kepentingan umum;

b. Adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dari
pemanfaatan (tanah/bangunan/prasarana bangunan) di wilayah Kabupaten Serdang
Bedagai;

c. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemanfaatan aset Daerah PIHAK PERTAMA berupa
tanah di lingkungan PIHAK PERTAMA di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dalam
bentuk sewa untuk dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA untuk Tempat Usaha Masyarakat;

d. Lokasi tanah yang akan disewakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seluas
1.439 M? terletak di Jalan Besar Pantai Kelang Sei Buluh Kecamatan Perbaungan yang
beralamat di Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

e. PIHAK KEDUA akan mempergunakan sebidang tanah yang disewa dari PIHAK
PERTAMA tersebut untuk Tempat Usaha Masyarakat yang tidak bertentangan dengan surat

perjanjian ini.



PASAL 2
JAMINAN

PIHAK PERTAMA memberikan jaminannya bahwa:

a. Sebidang tanah yang disewakan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak PIHAK
PERTAMA, bebas dari sengketa dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada
PIHAK KETIGA.

b. PIHAK KEDUA dapat menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dengan tidak diganggu
gugat oleh pihak lainnya.

PIHAK KEDUA memberikan jaminannya, bahwa:

a. PIHAK KEDUA tidak akan melakukan perubahan letak/posisi tanah yang disewa sebagai
Tempat Usaha Masyarakat sesuai dengan perjanjian ini, tanpa sepengetahuan seizin ataupun
perintah PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan.

b. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan sebidang tanah tersebut sebagaimana
dimaksud pada pasal 1 ayat (2).

c. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan sewa-menyewa tanah yang diperjanjikan
dalam perjanjian ini dengan pihak lain.

d. PIHAK KEDUA tidak mendirikan bangunan ataupun fisik lainnya tanpa seizin PIHAK
PERTAMA.

e. PIHAK KEDUA akan dengan suka rela mengosongkan dan meninggalkan tanah yang
disewa sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA tanpa ganti rugi, bila mana PIHAK
PERTAMA membutuhkan/menginginkan dan/atau akan menggunakan sebidang tanah yang
disewakan kepada PIHAK KEDUA.

f. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi
kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

a. Menjamin tersedianya tempat/lahan untuk sewa sebagai penempatan Tempat Usaha
Masyarakat PIHAK KEDUA;

b. Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud melakukan perbaikan, renovasi atau pembongkaran
terhadap tempat/lahan dan tindakan yang diduga akan mempengaruhi kegiatan operasional
peralatan milik PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada
PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

PIHAK PERTAMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengarahan, teguran dan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam
pemanfaatan tanah menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2;



b. Mendapatkan pembayaran sewa dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 5;

¢. Menegur apabila PIHAK KEDUA menggunakan Barang Milik Daerah yang disewa untuk
keperluan lain selain yang diatur dalam perjanjian ini;

d. Mengambil kembali Barang Milik Daerah yang disewa dari PIHAK KEDUA apabila PARA
PIHAK sepakat tidak melanjutkan perpanjangan perjanjian ini.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

a. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
memanfaatkan aset pemerintah daerah,;

b. Memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA ataupun pihak
lain yang berada di lingkungan operasional PIHAK KEDUA;

¢. Mengembalikan Barang Milik Daerah yang disewa dengan baik kepada PIHAK PERTAMA
apabila PARA PIHAK sepakat tidak melanjutkan Perpanjangan Perjanjian ini;

d. Tidak menggunakan Barang Milik Daerah yang disewa untuk keperluan lain selain yang
diatur dalam perjanjian ini;

e. Membayar sewa kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 5;

f. Mengajukan usulan kepada PIHAK PERTAMA untuk perubahan atau modifikasi pada
prasarana bangunan yang disewa apabila diperlukan;

aQ

. Bertanggungjawab melakukan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang disewa;
h. Bertanggungjawab atas kebersihan, keamanan, keindahan dan kenyamanan lingkungan
diareal objek sewa sekitarnya.

PASAL 4
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan persewaan tanah kepada pihak lain atau melakukan
perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya hak tanah/bangunan yang disewa;
PIHAK KEDUA dilarang menjaminkan objek sewa baik kepada Bank/Lembaga Keuangan,
maupun kepada pihak lainnya;
PIHAK KEDUA dilarang melakukan perubahan pada objek sewa, sehingga luas/bentuk objek
sewa sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 menjadi berubah;

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan objek sewa baik sebagian maupun seluruhnya kepada
pihak lain;

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan fungsi seluruh atau Sebagian dari objek sewa untuk
kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tanpa ijin PIHAK PERTAMA.



PASALS
BIAYA

Harga sewa sebidang lahan tanah tersebut disepakati PARA PIHAK sebesar Rp. 4.000.000,00
(Empat Juta Rupiah) per tahun.

PASAL 6
KETENTUAN PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melakukan pembayaran atas biaya sewa sebidang
tanah kepada PIHAK PERTAMA.

Sewa sebidang tanah yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
terhitung mulai tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-06-2025);
Pembayaran atas biaya sewa sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disetorkan paling lambat tanggal 13 (Tiga Belas) Bulan Juni setiap Tahunnya ke Kas Umum
Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan nomor rekening AC 302.01.020110-0
Bank Sumut,

Pembayaran atas biaya sewa sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan
dengan menyerahkan bukti setor ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan
menjadi dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 7
DENDA

Keterlambatan pembayaran sewa tanah oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
sebagaimana ketentuan pasal (3) dikenakan denda sebesar 10% per bulan dari besarnya sewa.
Denda keterlambatan pembayaran diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA melalui Bendahara Penerimaan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA memberikan kwitansi pembayaran denda kepada PIHAK KEDUA sebagai
bukti pelunasan denda keterlambatan pembayaran.

PASALS
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak Tanggal Tiga Belas Bulan Juni
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-06-2025) sampai dengan Tanggal Tiga Belas Bulan Juni
Tahun Dua Ribu Tiga Puluh (13-06-2030).

Masa berlaku Perjanjian ini dapat ditinjau kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.



Apabila PARA PIHAK sepakat Perjanjian akan ditinjau kembali, akan tetapi Perjanjian yang
baru dan atau Addendum Perjanjian belum dibuat, maka PARA PIHAK sepakat Perjanjian ini
dianggap masih tetap berlaku sampai dengan Perjanjian yang baru dan atau Addendum
Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASALY9
KETENTUAN PERPANJANGAN

PIHAK KEDUA mengusulkan perpanjangan sewa kepada PIHAK PERTAMA selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

PIHAK PERTAMA dapat menyutujui atau tidak menyutujui perpanjangan. perjanjian sesuai
dengan kebutuhkan dan hasil evaluasi yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA terhadap
kepatuhan PIHAK KEDUA akan ketentuan perjanjian ini.

PIHAK KEDUA wajib mengosongkan lahan tanah yang disewa sesuai dengan yang
diperjanjikan dan perjanjian ini tanpa menuntut apapun, apabila ketentuan pada pasal 9 ayat
(1) tidak dilaksanakan.

PIHAK KEDUA wajib mengosongkan lahan tanah yang disewa sesuai dengan yang
diperjanjikan dalam perjanjian ini tanpa menuntut apapun, apabila PIHAK PERTAMA tidak
menyetujui perpanjangan waktu perjanjian.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa force majeure yang
menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama
sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan
hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi maupun
tuntutan hukum terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.

Dalam hal terjadinya force majeure sehingga mempengaruhi pelaksaan kewajiban salah satu
pihak, maka pihak yang mengalami keadaan force majeure wajib memberitahukan secara
tertulis mengenai terjadinya force majeure kepada pihak lainnya disertai surat keterangan dari
pihak yang berwenang selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak
terjadinya force majeure dimaksud.

Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana
dimaksud Pasal 10 ayat (2) Perjanjian ini belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang
menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh
pihak yang menerima pemberitahuan.

Pihak yang mengalami force majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai
dengan Perjanjian ini setelah force majeure berakhir, sesuai dengan kesepakatan PARA
PIHAK.



Keadaan force majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksaan Perjanjian ini baik
sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan
Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai
keadaan force majeure berakhir.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISTHAN DAN DOMISILI HUKUM

Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.

Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja PARA PIHAK tidak berhasil menyelesaikan
perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PARA PIHAK
setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Serdang Bedagai.

Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum
(domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serdang Bedagai.

PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan pasal 8 ayat (1);

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar salah satu ketentuan pasal 2 ayat (2) butir a, b, c, d, e,
dan f, pasal 3 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g dan huruf h, pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5),
maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian sewa secara sepihak, serta
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengosongkan dan meninggalkan sebidang lahan tanah
PIHAK PERTAMA;

Dalam hal PIHAK PERTAMA melanggar salah satu ketentuan pada pasal 2 ayat (1) butir a dan
atau b, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri perjanjian sewa ini secara sepihak;
Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran sewa dan denda keterlambatan
selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka perjanjian ini dengan sendirinya akan berakhir;
Dalam hal PIHAK PERTAMA membutuhkan/menginginkan atau akan menggunakan sebidang
lahan tanah yang disewahkan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pasal 2 ayat (2) butir e,
dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.



PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

1. Dalam rangka tertib administrasi dan penyesuaian kebutuhan organisasi, maka PARA PIHAK
dapat mengadakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksaan Perjanjian sewa ini.

2. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan
yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Amandemen
atau Addendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama, serta mengikat PARA PIHAK, setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Perwakilan Masyarakat Yang
Menempati Tanah Pemerintah Di
Lokasi Jalan Besar Pantai Kelang
Sei Buluh Kecamatan Perbaungan
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